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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undeng-Undeng Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 106);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

&
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Negara Republik Indomesia Tahun 2020 Nomor 08,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546};

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUEKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINS!
KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 'fpeﬁyeleziggara:] N

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.,

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimmantan Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduld jabatan
pemerintahan,

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalabh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjuinya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
pada jabatan fungsional vang setara.

Kesehatan adalah kesehatan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam Dbidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan dibawah jenjang
Diploma Tiga.




20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27,

23.

29,

30.

-5- ¥
Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin, impian Y‘&ﬂg Tidak
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit merawat orang sakit serta

memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan
memperbaiki fungsi tubuh.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan /atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam
bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan
penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan /atau masyarakat.

Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan
konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada
tenaga kesehatan.

Penyakit adalah perubahan keadaan fisiologis tertentu dari fungsi tubuh
karena pengaruh berbagai faktor yang berasal dari dalam dan atau dari
luar tubuh yang mengakibatkan perubahan status kesehatan seseorang.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik
berupa benda hidup, benda mati, benda nyata dan atau benda abstrak,
termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk Lkarena
terjadinya interaksi antara elemen - elemen tersebut.

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukannya benda hidup dan atau
benda mati, zat, energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan
dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau
proses alam sechingga kualitas lingkungan turun sampai pada tingkat
tertentu yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat
berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kualitas air adalah suatu nilai ambang batas minimum dan maksimum
diperbolehkan pada parameter fisik, kimia, balkteriologis dan radioaktivitas
yang terkandung didalam air serta dalam kaitan kegunaan yang
berhubungan dangan kesehatan.

Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan di
Puskesmas sehingga memerlukan pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi
yvang meliputi pelayanan medik, konsultatif, diagnostik, dan laboratorium.

Penunjang Medik adalah prasarana dan sarana yang diperlukan untuk
membantu penegakan diagnostik dan tindakan medik.

Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang dapat diberikan
ditingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa
{Polindes) meliputi pelayanan peningkatan/promotif, pencegahan/preventif
dan pengobatan/kuratif.
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31. Kesehatan Khusus adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
rumah sakit khusus yang melayani satu jenis penyakit tertentu, misalnya
Rumah Sakit Jiwa, Rumah sakit Mata, rumah Sakit Kusta dan sebagainya.

32. Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri

terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan
darat, udara, angkasa, maupun air.

33. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian
kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemologis pada suatu
daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB I
KEDUDUKXKAN
Pasal 2

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAS]
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a, perumusan program kerja di bidang kesehatan;

b. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kesehatan;

e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
h. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.




. Q.
h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 111'1gku11gan
sekretariat; L .
i.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas 'berk'ehaan
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; _
j.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan

k. pelaksanan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diéeréh'kai} ‘oleh

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;. ... = -

Pasal 11

{1} Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagiaﬁ
Umum dan Aparatur.

(2} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh" seorang -

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan beltaﬁggung]awab kepac"ia'
Sekretaris.

‘Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat R _'3
(1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan keszakan di bidang
umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesual dengan’ S

tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana: dimalksud dalam Pasal 12 Sub'_;_: e

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum‘dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan-dan perumusan kebljal{an dz b;ciang_:-_':_'f'.”.
umum dan aparatur di llngkuﬂgan Dinas; s

c. pemberian dukungan ierhadap pelaksanaan tuﬁas dam fungsz c_ii_ ;-:_ By

linglkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungs1 ch b1dang S

umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum - dan- aparatur sesual dengan- SRR

ketentuan peraturan perundang-undangan;”

f.  pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Sub Bag1an Umum'.:f_ |

dan Aparatur;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretams berkenaan denwan'-f' »
tugas dan fungsi di bidang umum dan apara‘tur e :

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunaﬂ laporan terhadap : SR

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan”

i, pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparai:ur yang dzserahkan“'"_.-}_'_"i

oleh sekretaris.
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Pasal 17

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
membawahi :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasel 17
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga yang meliputi
kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan gizi serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang kesehatan keluarga dan gizi;

¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan
gizi;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan keluarga dan gizi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kesehatan keluarga dan gizi;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan keluarga dan gizi yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya.

H
!

LA LN
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b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan
imunisasi;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i, pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikann oleh Kepala Dinas di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 membawahi :

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Pasal 26

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit menular serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya.
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Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud c’ialam Pasal 26 Sek81 ]
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsz '

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendahan S
Penyakit Menular; ' - e

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumussan l{ebigakan iekms ch 4
bidang pencegahan dan pengendalian penyaht menular : i

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bldang pencegahan dan'__
pengendalian penyakit menular; S

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bldang pencegahan_ daﬂ
pengendalian penyakit menular sesuai dengan. ketentuem peraturam',"_'_5_'_.5'_ SRR
perundang-undangan; g

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 dl-.: : -:;
bidang pencegahan dan pengendalian penyakzt menular, L ' A

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada k@pala hzdang berkenaan:-}_ ';
dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan da:n pengendahan penyaiﬁt{ i G
menular; Lo : S

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaaﬁ} | -
tugas dan fungsi di bldang pencegahan dan pengendahan penyakzt
menular; dan : : S '

h. pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan c’ian pengendahan penyakzt e
menular yang diserahkan oleh Kepala Bzdaﬂg : :

Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Tidak Memllar da.n Kesehatan: s
Jiwa sebagaimana sebagaimana: d1maksud dalam’ Pasai 25 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas mengumpul dan ‘mengolah bahan perumusan kebajakan
teknis di bidang pencegahan dan pengendahan penyaklt tldak menular cian-_i__::._
kesehatan jiwa serta mengendalikan pelaksanaan kegtxatan sesual i:ugas clan'
fungsinya. o S -

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Seks:i
Pencegahan dan Pengendalian Penyakl‘c Tidalk Menulal daﬂ Kesehatan Jz‘wa_‘__-_; L
mempunyai fungsi : S il

a. penyusunan rencana kegiatan  Seksi- Pencegah&n d&m Pengendahan S 8
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; : P

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan. keb13akan telmzs d1:§

bidang pencegahan dan pengendalian penyakzt tldal{ menular dan_'
kesehatan jiwa;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bldemg pencegahan dan.
pengendalian penyakzt tidak menular dan kesehatan lea :




d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan  dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

g pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa; dan

h. pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 30

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas
pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta bertanggungjawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan
kesehatan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang
Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Kesehatan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
kesehatan primer dan tradisional;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas
pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
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pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tuga's dan fungsi di
bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan
kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
pelayanan kesehatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 33

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
membawahi :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan.

Pasal 34

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan
kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut,
program kesehatan indera serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesechatan tradisional dan
komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan
indera;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program
kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera; .. ..

G f
Wn
etz
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g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis
kesehatan; -

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan darah pada Umt' '
Transfer Darah Cabang dan Bank Darah Rumah Sakit; dan '

i. pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan kesehatan mjukan'.dan'krisis o |

kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 38

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PaSéi 5 ayat '('1) o

huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada. d1 bawah dan'”.'
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. :

Pasal 39

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menympkan bahan dan S |
merumuskan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat’ kesehatan L TR
manajemen informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan o

penelitian  pengembangan kesehatan serta bertanggung}awab memlmpm-

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di b:{dang sum’ber daya'_ﬁ_;_;:'3.'_:'__'.

kesehatan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 39 B1dang]_.':-'] iR

Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya Kesehatan, =

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bzdang kefannasmn"j .;-; e

dan alat kesehatan;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di b}dang manajemen '

informasi kesehatan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bzda‘ng sumber daya‘-._._'.___:- e

manusia kesehatan dan penelitian pengembangan;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya keseh'ataﬁ"; '

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tiigas dan funge';l dl
bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturaﬁ.f-' S

perundang-undangan;

g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya kesehatan‘ o S MR

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di 'bldaﬂg Sumbei”_.::*i' S

daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan -
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i pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala D’lﬁas h@ﬁﬁ:‘,ﬁ&aﬂ o

dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya kesehatan;

J.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
sumber daya kesehatan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
membawahi :

a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
b. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 42

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat
kesehatan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kefarmasian yaitu tata kelola
obat publik, produksi distribusi kefarmasian (obat tradisional, kosmetik
pangan, makan minuman, Napza dan obat), alat kesehatan serta
perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
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h. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan -'liarksﬁka,- -
psikotropika dan zat aleditif (Napza), serta pelaksanaan pencegahan S

pembinaan dan pengawasan kefarmasian; dan

i. pelaksanaan tugas lain di bldang kefarmasian dan alat keseha‘tan yang B

diserahkan oleh Kepala Bidang.

‘Pasal 44 o S
Seksi Manajemen Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal =

51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan :
perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan: danf-
hubungan masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai -

tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 44 Seksr L .

Manajemen Informasi Kesehatan mempunyai fungsi : :
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Informasi Kesehatan

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan I«:eba;akan tekms dziz. S N

bidang manajemen informasi kesehatan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang manajemen mfmmas;'}”--:

kesehatan;

d. pelaksanaan wurusan pemerintahan di bidang mzmagemen mforma& I

kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangaﬂ

e. pengendalian dan pengawasan terhadap peiaksaﬂaan tugas daﬂ fungm di'_; i >

bidang manajemen informasi kesehatan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bzdang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang manajemen informasi kcsehatan, coTe

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap peiaksanaan; :_'3:'1_"-:1: .

tugas dan fungsi di bidang manajemen informasi kesehatan; R
h. pelaksanaan pemberian informasi kemasyarakat (humas); dan

i. pelaksanaan tugas lain di bidang manajemen informasi keseha‘tan yang : j_'

diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis
Pasal 46

(1} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)":'::":3_:: i
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan: tekms Gperasaonai S

atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlpzmpm eleli__' G
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung;&wab ke'pada-_ P R e

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Ta‘i:a Ker}a Umt. Sl
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai:"_',i-_

ketentuan peraturan perundangmndaﬁgan o
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Bagian Kesepuluh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsionél- .
Pasal 48 '

Kelompok Jabatan fungsmnai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan peﬁyetaraan gabatan .
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaatan denga_n_._ SR RTINS

pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan . ja}ﬁa{aﬁa' 'diial.mkah' R DR
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dan kemen‘t&mam"fjff

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara la,ngsung kepadaf S

Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dﬂakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan'_'-. i
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator - dan/ atau - Sub Koordmator SR DL
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungel ‘tertentu - yang’.j;;"“_?'f. i
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh. pejabat pelaksana senior yang o
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundangﬁndangan yang L
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub- Komdmator Jabaian T

Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan Serta
pengelolaan kegiatan Koordinator danjatau Sub Koordinator Kel@mpol{'-f*;f-:'“{.'__'.__'-'._-_j__'-'
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat.-{4), dmtur Jebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai. 1<:eientua1‘1":};':{-'_ Ciamal

peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional vang - -diangkat melah,u CHR
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bert&mggung Jawab'f:'-:-{.i SRl
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat- = = .
Adrninistrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan'ﬂf”‘if'f L
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Je113angnya sesum £

ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Kelompok Jabatan Fungsional sebaﬂfazmana dlmaksud pada ayat (1) el
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang: beidasa1kan';__:_'.-_ L
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturaﬁ perundang-'____-_

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkan sesuai lietentuan-_g [

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 51

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi vang belum diangkat dan

dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme  penyetaraan :': ' S
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang dzduéulg o
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan pelaturan R

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan'
Jabatan. o -

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki 'd'i.s'etaiakéﬁ_]i L
dengan kelas Jabatan Administrasi yang didudulki’. sebelumnya sampei-. R

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan J abaian

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki: sebagam}aﬂa T
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas. '~
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan’ perundang— oh B
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional Lerse_bu_t A

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 52

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur darl Pegawm o ;.' '-
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan - sesuax deng&n ketentuan__;- IERE R

peraturan perundang-undangan.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksz dan pegawai-' o
vang dlangkat dalam jabatan fungsxonal dianglkat dari Pegawai Negen Sipil
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pez aturan ;-_.:

perundang-undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di hngkungam Dmas Kesehatan
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai denga;n keten‘tuan SR

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawal masa:--'s’ e
jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu gabatan dlsesualkan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan . Dmas Kesehatan dzsusun.'j.f

sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 53

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraam J abatan melaksanakmi-_:' o
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesual dengan b1dang_. )
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur - mengenm e e

penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kewla"can Sebagazmana".':f S
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan* i
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai. dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan 1<eg1a‘t311 Sebagalmanaf SEHE
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua'puluh tima =
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat seimgkat’f-. g D
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas polkok dalam penetapan Angka Kredit, -~ =
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan CRE R

pengembangan profesi.
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BAB YV

TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 54

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

(2)

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah vang diperlukan
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 55

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yvang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 56

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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- BAB VII e
KETENTUAN LAIN-LAIN
PasalS'? T SR
(1) Uraian jabatan untuk setiap Jabatan di hngkung&m Dmas dltetapka.n olehzi
Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan i

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang: bertan gumg}awab d1 b1dang__:
organisasi memberikan asistensi  dan i’asﬂltast terhadap penataangi
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undamgan '

{3} Kepala Dinas wajib membenkan dukungan dan kerja Sama da}am I»:egia 'ii'?_:_ g
pembinaan dan pengendalian orgamsasz Dmaa ses,ual ketentua:n pemturan -
perunidang-undangan. RN o :

{4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya, - agar selumh Pejabat_'_j
Administrasi dan Pejabat Fungszonai berpedoman pada ketentu an.
peraturan perundang~undangan : : o

BABVII
KBTENTUAN PERALIHAN
Pﬂsal 58

Pada saat Peraturan Gubernur i muial berlak:u Pe:gawa; ASN yang:
melaksanakan tugas pada Dinas’ daﬂ Pegaweu ASN yrmw meiaksanakaﬁ mgasf
pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dmas tetap melaksanakan,
tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang bam dan Pejaba  Pembina
Kepegawaian. o : BRI

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulaj berlaku Peraturan Gubemur Nomor}_
99 Tahun 2016 ten‘tang Keduduka'n Susunan Orgamsasz, Tugas dan_ Fung_

Organisasi, Tugas dan Fung31 ser‘ta Tata Kerja E}mas;;“Pendldlkal
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Benta Daerah Promnsz "Kahmantai
Barat Tahun 2019 Nomor 82), dzcabut dan dmyatakan tzdak be:z lal«&u e
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Pasal 60 _
Peraturan Gubernur ini mulai ber laku pada: tanggal diundanghan |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerimahkan pengundangaﬁ Peraturan:'_f5:::3__'_:-- _'-f:
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berl’ca Daerah Provmsr_' N e
Kalimantan Barat. : L

Dltetapkaﬁ di Pontianak

e

pada tanggal 7o 5un o e
mUBERNUR KALIMANTAN BARAT ,,5 Sl

B UTARMIDJI S
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal o Gunl Tae @S

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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